
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab  

 

1. Pengertian Hubungan Hukum  

 

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum 

yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu 

terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan 

hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup 

bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat 

dikenakan sanksi menurut hukum (Abdulkadir Muhammad, 2000:2). 

 

Hubungan hukum adalah perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum. Peristiwa 

hukum terjadi karena undang-undang dan perjanjian. Dalam hubungan hukum 

pelayanan kesehatan hubungan hukum telah diatur dalam berbagai aturan hukum 

kesehatan berupa undang-undang dan peraturan pelaksanannya serta diatur 

berdasarkan perjanjian pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara 

Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan. Isi hubungan hukum 

adalah hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak 

untuk menuntut seseuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib 

memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya.  
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2. Pengertian Tanggung Jawab  

 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib 

menanggung segala sesuatu, kalau ada suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, 

diperkarakan, dan sebagainya. Tanggung Jawab kesadaran manusia akan tingkah 

laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab 

juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajibannya. (Joko Tri 

Prasetya, 2004:154). 

 

Tanggung jawab menyangkut hubungan manusia dengan manusia, hubungan 

manusia dengan alam sekitar, ataupun hubungan manusia dengan tuhan. Isi dari 

tanggung jawab tersebut adanya kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. 

Tanggung jawab muncul berkenaan dengan pemenuhan kewajiban, jadi tanggung 

jawab adalah : 

1) Memenuhi segala kewajiban, memikul segala beban, menanggung segala 

akibat yang timbul dari perbuatan sendiri ataupun perbuatan orang lain, sesuai 

dengan norma kehidupan; 

2) Rela mengabdi dan berkorban karena sayang senang, belas kasihan pada alam 

lingkungan, sehingga kelestariannya dapat dipelihara sesuai dengan norma 

kehidupan; 

3) Pasrah mengabdi, menyembah, dan memuja kepada tuhan sesuai dengan 

norma kehidupan beragama.  

(Abdulkadir Muhammad, 2005: 157) 

 

Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan 

manusia berbudaya (beradab) bahwa setiap manusia pasti dibebani tanggung 
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jawab. Apabila tidak mau bertanggung jawab, ada pihak lain yang memaksakan 

tanggung jawab itu. Tanggung jawab dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu dari sisi 

pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Dari sisi pihak yang 

berbuat, dia harus menyadari akibat dari perbuatannya, sehingga dia sendiri pula 

yang harus memulihkan ke dalam keadaan baik. Dari sisi pihak lain, apabila pihak 

yang berbuat tidak mau bertanggung jawab, pihak lain akan memulihkan, baik 

secara individual maupun kemasyarakatan. 

 

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab. Manusia merasa dirinya 

bertanggung jawab karena dia menyadari akibat perbuatannya itu benar atau salah, 

baik atau buruk, patut atai tidak patut, dan bermanfaat atau merugikan bagi diri 

sendiri atau bagi orang lain. Manusia menyadari pula bahwa pengabdian dan 

pengorbanan kepada pihak lain juga diperlukan agar tercipta rasa kebersamaan, 

kesetiakawanan, dan kesimpatian. Agar kesadaran bertanggungjawab dapat 

tumbuh dan tingkatkan, perlu ditempuh upaya pendidikan, penyuluhan, 

keteladanan, dan ketakwaan kepada Tuhan. (Abdulkadir Muhammad, 2005: 159) 

 

B. Pengertian Perjanjian Asuransi 

 

1. Pengertian Perjanjian pada Umumnya 

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di 

mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. 

Sedangkan Pasal 1320 ayat (1) menentukan perjanjian atau, kontrak tidak sah 

apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang 

membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu 
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pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Maka 

asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak. Menurut 

ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian harus memenuhi 4 syarat agar dapat 

memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya (Guse 

Prayudi, 2007:3). Hal tersebut adalah:  

a. kesepakatan para pihak; 

b. kecakapan untuk membuat perikatan (misalnya: cukup umur, tidak dibawah 

pengampuan dll); 

c. menyangkut hal tertentu; 

d. adanya causa yang halal. 

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik 

kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang 

cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya perjanjian 

mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum 

kepada pihak-pihak yang membuatnya. Tidak dapat ditarik kembali secara 

sepihak, artinya jika akan dibatalkan maka harus disetujui kedua belah pihak. 

Pelaksanaan dengan itikad baik, artinya pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan 

norma-norma kepatuhan dan kesusilaan sebgai nilai yang patut, pantas, sesuai, 

cocok, sopan, dan beradab (Abdulkadir Muhammad,2000. 233-236). 
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2. Perjanjian Asuransi 

Asuransi atau pertanggungan dalam pengertian hukum mengandung arti yaitu 

sebagai suatu jenis perjanjian. Meskipun demikian perjanjian asuransi itu 

mempunyai tujuan yang spesifik dan mempunyai manfaat ekonomi bagi 

tertanggung dan penanggung yang mengadakan perjanjian. Secara umum 

pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hubungan kedua pihak 

tersebut merupakan hubungan hukum, atas dasar mana pihak yang satu berhak 

untuk suatu prestasi dari yang lain dan berkewajiban melaksanakan serta 

bertanggung jawab atas suatu prestasi (Sri Rejeki Hartono, 2008 : 02).  

Perjanjian asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian khusus yang diatur dalam 

KUHD. Karena merupakan suatu perjanjian, maka pengaturan mengenai syarat 

sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdt juga berlaku 

bagi perjanjian asuransi, kecuali ditentukan lain dalam KUHD. Perjanjian asuransi 

merupakan perjanjian konsesual karena terjadi setelah adanya kesepakatan 

diantara pihak penanggung dan tertanggung (Pasal 257 KUHD). Kesepakatan itu 

mengenai objek asuransi, risiko yang ditanggung, pembayaran premi, evenemen 

dang anti kerugian serta syarat-syarat khusus yang dibuat dalam suatu akta 

perjanjian tertulis. Perjanjian asuransi dapat ddilakukan secara langsung ataupun 

tidak langsung melalui perantara (Pasal 260 KUHD). 

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian asuransi harus dibuat secara bebas, tidak 

berada dibawah pengaruh, tekanan atau paksaan dari pihak manapun (Pasal 6 

angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992). Para pihak yang terikat dalam 
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perjanjian tersebut harus pihak yang wenang untuk melakukan suatu perbuatan 

hukum yang diakui undang-undang. Objek yang diasuransikan dalam perjanjian 

tersebut dapat berupa harta kekayaan, jiwa atau raga manusia serta kepentingan 

tertentu yang melekat pada objek asuransi tersebut.  

Perjanjian asuransi tersebut harus memuat tentang klausa yang halal (legal house) 

yang menjadi isi perjanjian tersebut sehingga tidak bertentangan dengan undang-

undang kesusilaan dan undang-undang ketertiban umum. Karena perjanjian 

asuransi merupakan perjanjian pengalihan risiko yang mengandung unsur 

peristiwa yang belum pasti terjadi, maka adanya klausa yang halal tersebut, 

dimaksudkan untuk mencegah spekulasi yang mungkin dilakukan dilakukan oleh 

orang yang tidak mempunyai kepentingan. Hal inilah yang membedakan asuransi 

dengan perjanjian untung-untungan atau pertaruhan (Suparman Sastrawidjaja, 

1997 : 19). 

Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian timbal balik antara dua belah 

pihak, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung yang memiliki hak – hak 

dan kewajiban yang saling berhadapan. Hak dan kewajiban para pihak tersebut 

adalah dalam hal pembayaran premi asuransi dan pemberian ganti kerugian, jika 

terjadi evenemen. Pihak tertanggung memberitahukan kepada penanggung 

mengenai keadaan objek asuransi (Pasal 251 KUHD). 
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C. Pengertian Asuransi Kesehatan  

1. Asuransi Kesehatan 

Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus 

menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika 

mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis 

perawatan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan asuransi, yaitu rawat inap (in-

patient treatment) dan rawat jalan (out-patient treatment). Asuransi adalah sebuah 

sistem untuk merendahkan kehilangan finansial dengan menyalurkan risiko 

kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya. Badan yang menyalurkan risiko 

disebut “tertanggung”, dan badan yang menerima resiko disebut “penanggung”. 

Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan ini adalah sebuah kontrak 

legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang 

dibayar oleh “tetanggung” kepada “penanggung” untuk risiko yang ditanggung 

disebut “premi”. Ini biasanya ditentukan oleh “penanggung” untuk dana yang bisa 

diklaim di masa depan, biaya administratif, dan keuntungan. 

Asuransi kesehatan adalah salah satu jenis asuransi yang memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat yang menjadi peserta, baik peserta tetap maupun 

peserta sukarela yang mana hal ini adalah upaya pemerintah untuk menjamin para 

peserta program Asuransi kesehatan ini dari kemungkinan terjadinya kerugian 

yang di derita peserta akibat dari tertanggungnya kesehatan (Ahasyim : 1996 : 23). 

Perjanjian asuransi kesehatan adalah perjanjian dengan nama pihak penanggung 

untuk melindungi tertanggung terhadap beban dan ongkos-ongkos pengobatan dan 
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perawatan rumah sakit dan kerugian pendapatan karena kecelakaan atau sakit (A. 

Hasyim :1996 : 3) 

Asuransi kesehatan sosial adalah asuransi yang wajib diikuti oleh seluruh atau 

sebagian penduduk (misalnya pegawai), premi atau iurannya bukan nilai nominal 

tetapi prosentase upah yang wajib dibayarkan, dan manfaat asuransi ditetapkan 

peraturan perundangan dan sama untuk semua peserta. 

 

2. Pihak-Pihak dalam Asuransi Kesehatan  

 

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991, 

peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis 

Kemerdekaan yang membayar iuran jaminan pemeliharaan kesehatan. Selain itu, 

menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991, Pegawai dan Penerima 

Pensiun Badan Usaha dan Badan lainnya dapat menjadi peserta penyelenggaraan 

pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelengara. Yang 

dimaksud dengan Badan Usaha dan Badan lainnya antara lain adalah Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan 

Rumah Sakit Swasta. 

 

Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dalam peraturan pemerintah ini 

dilakukan oleh pemerintah dan didelegasikan kepada Badan Penyelenggara yang 

diserahi tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991). Badan 

Penyelenggara yang diserahi tugas tersebut adalah PT. Asuransi Kesehatan 

Indonesia (Persero) atau yang selanjutnya disebut PT. Askes (Persero).  
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Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa 

hubungan hukum yang terjadi antara peserta dan Badan Penyelenggara ada dua 

macam, yaitu : 

a. Bersifat wajib karena diwajibkan oleh perundang-undangan, ini meliputi 

hubungan hukum antara Badan Penyelenggara dan peserta Pegawai Negeri 

Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan. 

b. Bersifat sukarela karena diperjanjikan, ini meliputi hubungan hukum antara 

Badan Penyelenggara dan peserta dari Badan Usaha dan badan lainnya. 

 

Dalam hukum asuransi, pihak yang membayar premi disebut tertanggung, 

sedankan pihak penerima premi disebut penanggung. Dalam Askes, peserta adalah 

pihak yang membayar iuran kepada Badan Penyelenggara, dengan demikian 

peserta adalah tertanggung dalam Askes, sedangkan Badan Penyelenggara adalah 

penanggung dalam Askes. 

 

3. Premi Asuransi Kesehatan 

Dalam hukum asuransi, premi adalah sejumlah uang yang dibayar tertanggung 

kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang ditanggungnya. Dalam Askes 

yang bersifat wajib, yang berstatus sebagai tertanggung adalah peserta Pegawai 

Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan. Sedangkan 

dalam Askes yang bersifat sukarela, yang berstatus sebagai tertanggung adalah 

peserta Pegawai dan Penerima Pensiun Badan Usaha dan Badan lainnya. Peserta 

sebagai tertanggung, menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 

wajib membayar iuran setiap bulan. Dengan demikian premi dalam askes adalah 
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iuran setiap bulan yang wajib dibayar oleh peserta, dengan ketentuan iuran untuk 

Veteran dan Perintis Kemerdekaan ditanggung oleh Pemerintah atas Beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

 

4. Evenemen Asuransi Kesehatan 

Evenem atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa yang menurut pengalaman 

manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, 

saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, 

jika terjadi juga mengakibatkan kerugian. Evenemen yang terjadi itu adalah di 

luar kekuasaan dan kemampuan manusia, artinya tidak seorang manusia normal 

yang dapat mencegah atau menghalangi terjadinya peristiwa itu. (Abdulkadir 

Muhammad. 2006 : 120).  Dalam hukum asuransi, evenem adalah risiko yang 

menjadi beban penanggung. Dalam Askes yang dimaksud dengan risiko adalah 

keadan sakit yang mengancam kesehatan peserta.  

 

Apabila keadaan ini terjadi dalam asuransi kesehatan maka akan mengakibatkan 

hilang atau berkurangnya penghasilan karena pengeluaran biaya perawatan dan 

pengobatan. Risiko atas keadaan inilah yang menjadi beban jaminan Badan 

Penyelenggara sebagai penanggung. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 

Tahun 2003 Pasal 2 menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan asuransi 

kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Pemerintah wajib 

memberikan subsidi dan iuran. 
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5. Berakhirnya Perjanjian Asuransi Kesehatan 

 

Perjanjian asuransi diadakan dengan tujuan untuk memberikan proteksi atau 

perlindungan terhadap suatu risiko, dalam jangka waktu tertentu. Bila jangka 

waktu berlakunya perjanjian asuransi telah habis, maka asuransi tersebut 

dinyatakan berakhir. Jangka waktu tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

antara pihak penanggung dan pihak tertanggung yang dicantumkan dalam 

kesepakatan bersama antara penanggung dan tertanggung, sebab di dalam KUHD 

tidak diatur secara tegas mengenai jangka waktu asuransi atau masa asuransi 

(Abdulkadir Muhammad, 1999 : 175). Dalam asuransi kesehatan tidak selalu 

evenemen yang menjadi beban penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya 

jangka waktu asuransi.  

 

Apabila jangka waktu berlaku asuransi kesehatan itu habis tanpa terjadi 

evenemen, maka beban risiko penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian 

ditentukan bahwa dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 

1991, sejak dimulainya menjadi peserta pemeliharaan kesehatan yaitu sejak 

bersangkutan membayar iuran dan seorang peserta tidak lagi peserta pemeliharaan 

kesehatan apabila yang bersangkutan berhenti membayar iuran. 

 

D. Konsep Pelayanan Kesehatan  

 

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan 

 

Pelayanan kesehatan merupakan hal terpenting didalam upaya kesehatan, 

pelayanan tersebut dapat diwujudkan melalui sarana dan prasarana yang 

terjangkau, adil dan merata terhadap seluruh lapisan masyarakat baik dipusat 
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maupun di daerah-daerah. Pemerataan pelayanan kesehatan sasarannya adalah 

kebijakan sosial. Kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. 

Skema pelayanan kesehatan publik biasanya erat kaitannya dengan system 

jaminan sosial, terutama asuransi sosial karena sebagian pelayanannya 

menyangkut atau membentuk asuransi kesehatan (Edi Suharto, 2007 : 17). 

 

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara 

bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan perseorangan, kelompok atau masyarakat (Azrul Azwar, 1996 : 35). 

Pelayanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai pemberian perhatian kepada 

masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan berupa sarana dan prasarana 

kesehatan termasuk tenaga kesehatan agar masyarakat merasa aman dan terjamin 

dalam memeriksakana kesehatannya. 

Pelayanan kesehatan merupakan sarana untuk mewujudkan reaksi sosial yang 

terorganisasi terhadap kondisi masyarakat. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh 

berbagai sarana kesehatan antara lain Puskemas dan rumah sakit. Melalui 

puskesmas pemerintah daerah dapat mengjangkau masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan kesehatan di daerah-daerah. Meskipun sarana dan prasarana puskesmas 

memang kurang memadai jika dibandingkan dengan rumah sakit. Dimana dalam 

pelayanan kesehatan rumah sakit terdapat kegiatan pelayanan kesehatan yang 

lebih lengkap berupa pelayanan rawat jalan. Pelayanan rawat inap dan pelayanan 

gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik. 

Pelayanan kesehatan (health care services) merupakan salah satu upaya yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, 
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maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Menurut Alexandria I. 

Dewi ”bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan ialah setiap upaya baik 

yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk 

meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati 

penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perseorangan, 

kelompok atau masyarakat”. 

 

Mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat diperlukan 

wewenang kesehatan yang berhubungan dengan pendekatan kesehatan dan 

penyelenggaraan kesehatan. Pendekatan kesehatan masa sekarang berorientasi 

pada hasil kongres kesehatan dunia, yang meliputi penyelenggaraan kesehatan 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kegiatan pelayanan kesehatan atau 

pengobatan bagi masyarakat yang semakin maju ternyata menumbuhkan 

kebutuhan hukum dalam berbagai urusan kesehatan.  

 

Pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan hubungan antara pasien atau 

keluarganya dan dokter/tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Masyarakat 

menganggap pelayanan kesehatan pada khususnya pengobatan merupakan suatu 

“therapeutic miracle (mujizat), namun harus diingat bahwa tindakan medis itu 

mengandung suatu ”therapeutic risk”. Ajaran tentang resiko ini dimungkinkan 

menjadi resiko pasien, atau  resiko dokter/rumah sakit atau kedua belah pihak 

menanggung resiko. 

 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang 

telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
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adalah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan suatu 

pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat akan tetapi hal demikian 

belumlah kesemuanya diatur secara terinci dalam undang-undang tersebut dampak 

dari pelayanan kesehatan disamping itu kedua undang-undang tersebut masih 

membahas seputar tentang persyaratan-persyaratan secara administrasi saja. 

 

Sehubungan dengan penengakan hukum yang bersifat khusus tersebut diperlukan 

pengembangan peradilan profesi medis sesuai dengan semakin berkembangnya 

upaya pelayanan kesehatan dalam rangka sistem kesehatan nasional untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perangkat hukum dan 

palayanan hukum jika harus sedemikian rupa sesuai dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi hukum, agar tidak menghambat sistem kesehatan dan pelayanan 

kesehatan. Untuk itu perlu diperluas jaminan atau perlindungan bagi profesi 

kesehatan beserta sarana kesehatannya agar tidak menimbulkan permasahan yang 

dapat merugikan masyarakat dari akibat kelemahan hukum yang kurang memadai 

terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. 

 

Dari permasalahan yang maka timbul program pelaksanaan pelayanan kesehatan 

yang diberikan Badan Penyelenggara Pemeliharaan Kesehatan bekerja sama 

dengan pemberi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, pelayanan yang 

diberikan oleh rumah sakit adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, 

kurang mampu atau gelandangan dan pelayanan kesehatan juga diberikan untuk 

peserta askes.  
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2. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 

 

Menurut Alexandra Irianti Dewi (2008:383) Rumah sakit adalah salah satu dari 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan atau lebih tepat disebut sebagai sarana 

kesehatan. Menurut Permenkes No.159b/Men.Kes/Per/II/1998 tentang Rumah 

Sakit disebutkan sebagai sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan 

kegiatan pelayanan kesehtaan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga 

kesehatan dan penelitian. 

 

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana penyelenggaraan kegiatan pelayanan 

kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat indonesia. Tugasnya adalah 

melaksanakan upaya kesehatan yang mengutamakan penyembuhan dan pemulihan 

yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan 

pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Peran dan fungsi Rumah Sakit 

sebagai tempat untuk melakukan pelayanan kesehatan yang profesional akan erat 

kaitannnya dengan 3 unsur, yaitu : 

a. Unsur mutu yang dijamin kualitasnya 

b. Unsur keuntungan atau manfaat yang tercermin dalam mutu pelayanan, dan  

c. Hukum yang mengatur perumahsakitan secara umum dan kedokteran dan/atau 

medik khususnya (Hermien Hadiati K, 2002 :118). 

 

Pelayanan Kesehatan Lanjutan yang ada di Rumah Sakit adalah : 

a. Rumah Sakit, peserta datang ke Askes Center di Rumah Sakit dengan 

menunjukkan kartu peserta dan mnyerahkan surat rujukan/surat perintah 
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kontrol yang berlaku dan peserta menerima surat jaminan pelayanan untuk 

mendapatkan pelayanan lanjutan. 

b. Rumah Sakit Khusus, peserta datang ke Askes Center di Rumah Sakit 

dengan menunjukkan kartu peserta dan menyerahkan surat rujukan dari 

rumah sakit, peserta menerima surat jaminan pelayanan untuk 

mendapatkan pelayanan lanjutan. 

c. Pelayanan Gawat Darurat (Emergenncy), dalam keadaan gawat darurat 

tidak diperlukan surat rujukan, peserta dapat langsung ke unit gawat 

darurat rumah sakit dengan menunjukkan kartu peserta. Apabila pserta 

mendapatkan pelayanan gawat darurat di Rumah Sakit yang tidak 

bekerjasama dengan PT. Askes (Persero) maka peserta membayar terlebih 

dahulu, kemudian biaya dapat diajukan ke PT. Askes (Persero) dengan 

nilai ganti mengacu pada tarif yang berlaku. 

 

Beberapa pasien bisa hanya datang untuk diagnosis atau terapi ringan untuk 

kemudian meminta perawatan jalan, atau bisa pula meminta rawat inap dalam 

hitungan hari, minggu, atau bulan. Rumah sakit dibedakan dari institusi kesehatan 

lain dari kemampuannya memberikan diagnosa dan perawatan medis secara 

menyeluruh kepada pasien. 

 

Namun pada kenyataan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 

pihak pemberi pelayanan kesehatan belumlah sesuai dengan apa yang telah 

diprogramkan oleh Badan Penyelenggara Pemeliharaan Kesehatan dengan 

Pemberi pelayanan kesehatan. Banyak kendala yang dialami oleh pihak pemberi 

pelayanan kesehatan bahwa peserta tidaklah merasa puas dengan apa yang 
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diberikan oleh pelayanan Rawat Jalan Pertama ini dikarenakan tidak tersedianya 

berbagai sarana kesehatan lainnya sehingga peserta askes merujuk ke Rumah 

Sakit. Maka masalah yang timbul di Rumah Sakit tidak maksimalnya pelayanan 

kesehatan yang diberikan untuk masyarakat akibat banyaknya kunjungan pasien 

ke Rumah Sakit. Hal ini yang menimbulkan pelaksanaan pelayanan kesehatan 

yang diberikan tidak sepenuhnya kepada masyarakat khususnya peserta askes. 

 

3. Pelayanan Kesehatan di Dokter Keluarga 

 

Dokter keluarga adalah dokter dengan praktek umum perorangan atau 

berkelompok atau klinik 24 jam dan atau Puskesmas khusus maupun BP instansi 

yang ditunjuk oleh PT. Askes untuk melayani peserta Askes sesuai dengan konsep 

pelayanan Dokter Keluarga. 

Dokter Keluarga menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan dibandingkan pelayanan kedokteran lainnya, pelayanan Dokter 

Keluarga lebih efesien. Ini disebabkan karena pelayanan Dokter Keluarga lebih 

mengutamakan pelayanan pencegahan penyakit serta diselenggarakan secara 

menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.  

 

Bagi peserta, Dokter Keluarga memberikan pilihan yang lebih luas, jam praktik 

yang lebih panjang, serta layanan yang bersifat pribadi lainnya. Sebagian besar 

Dokter Keluarga juga melakukan kunjungan rumah (home visit) kepada peserta 

dalam program promosi serta pencegahan penyakit. 

 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh Dokter Keluarga. Salah satunya adalah pemahaman Dokter 
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Keluarga yang belum dimengerti oleh peserta. Peserta masih merasa lebih meudah 

mengakses pelayanan di Puskemas karena domisilinya lebih dekat dengan 

Puskesmas. Peserta juga masih banyak yang belum memahami konsep Dokter 

Keluarga, sehingga peserta yang terdaftar di Dokter Keluarga masih ada yang 

minta rujukan dan minta dilayani di Puskemas. Selain dari aspek peserta, faktor 

lain seperti masih sedikit yang berminat menjadi Dokter Keluarga, aturan bahwa 

dokter tidak boleh melayani obat secara langsung (dispensing), dan jaringan 

Dokter Keluarga yang belum luas seperti Puskemas.  

 

Dalam asuransi kesehatan tanggung jawab yang diberikan oleh Badan 

Penyelenggara Pemeliharaan Kesehatan adalah memberikan sarana pelayanan 

kesehatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat kemampuan di tingkat 

pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pelaksana pelayanan 

kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis 

peserta. Badan Penyelegaraan Pelayanan Kesehatan mempunyai kewajiban untuk 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan 

oleh Menteri Kesehatan. 

 

4. Pelayanan Kesehatan di Optik 

 

Optik adalah Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pokonya penyediaan dan 

pelayanan kacamata. Optik merupakan salah satu pemberi pelayanan kesehatan 

yang menjalin kerjasama dengan PT. Askes (Persero). Peserta Askes dan anggota 

keluarganya memperoleh pelayanan kesehatan dengan cara melalui prosedur 

pelayanan. Peserta Askes yang memperoleh pelayanan kacamata harus 

mendapatkan resep kacamata yang dibuat oleh dokter ahli mata untuk 
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mendapatkan pemeriksaan mata oleh dokter spesialis mata dan pemberian resep 

kacamata sesuai hasil pemeriksaannya. Apabila peserta Askes sudah mendapatkan 

resep kacamata yang telah dilegalisasi selanjutnya dibawa ke optik untuk 

mendapatkan pelayanan kacamata sesuai ketentuan yang berlaku.  

 

Adapun pelayanan kacamata  yang diberikan oleh Optik, sebagai berikut :  

1. Kacamata yang diberikan adalah kacamata berukuran standard dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 

a. Frame terbuat dari logam  

b. Lensa terbuat dari kaca atau plastik 

2. Syarat minimal bagi peserta untuk mendapatkan pelayanan kacamata 

diberikan maksimal 1 kali dalam 2 tahun, dengan ukuran lensa sebagai 

berikut: 

a. Lensa spheris minimal 0,5 D 

b. Lensa cylindris minimal 0,25 D 

c. Ukuran tersebut harus jelas tertulis dalam resep dokter spesialis mata 

 

Berdasarkan uraian diatas pemberian pelayanan kacamata terhadap peserta Askes 

sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh para Pihak. 

Pelaksanaan pelayanan kacamata yang diselenggarakan PT. Askes (Persero) 

sebagai Badan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan kepada peserta Askes 

dilaksanakan memenuhi prosedur pelayanan kesehatan, yang dimaksud prosedur 

pelayanan adalah tata cara peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan.  

Apabila peserta Askes tidak mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh Pihak Pemberi Pelayanan Kesehatan, maka peserta Askes tidak 
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menggunakan haknya dalam Asuransi Kesehatan yang wajib diberikan terhadap 

peserta Askes. 

 

5. Pelayanan Kesehatan di Pelayanan Unit Tranfusi Darah (PUTD) PMI 

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di 

Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI selalu berpegang 

teguh pada tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan 

Sabit Merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, 

kenetralan, dan kesemestaan.  

Palang Merah Indonesia tidak berpihak pada golongan politik, ras, suku ataupun 

agama tertentu. Palang Merah Indonesia dalam pelaksanaannya juga tidak 

melakukan pembedaan tetapi mengutamakan objek korban yang paling 

membutuhkan pertolongan segera untuk keselamatan jiwanya. 

Tugas pokok PMI adalah membantu pemerintah Indonesia di bidang sosial 

kemanusiaan terutama tugas-tugas kepalangmerahan yang meliputi: 

Kesiapsiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana, Pelatihan Pertolongan 

Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, 

Pelayanan Transfusi Darah.  
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E. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan di atas dapat dikemukakan bahwa Penyelengaraan 

pemeliharaan kesehatan dilakukan oleh Badan Penyelenggara yang diserahi 

tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangn yang berlaku. Badan 

penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk khusus untuk 

menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan keluarganya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Penyelenggara 

Pelaksanaan Kesehatan yang diberi tugas adalah PT. Askes (Persero). Demi 

Perjanjian Kerjasama Pelayanan 

Kesehatan 

PT. Askes (Persero)  

Cabang Bandar Lampung 

Pemberi Pelayanan Kesehatan : 

1. Rumah Sakit  

2. Dokter Keluarga 

3. Optik 

4. PMI  

Pelayanan 

Kesehatan 

 

Hubungan Hukum dan 

Tanggung Jawab 

Pelaksanaan pelayanan 

Kesehatan  
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mewujudkan penyelengaraan pemeliharaan kesehatan, Badan Penyelenggara 

mengadakan kerja sama dengan pemberi pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek Bandar Lampung, Dokter Keluarga, 

Optik, Rumah Sakit Jiwa Bandar Lampung dan Palang Merah Indonesia Bandar 

Lampung. Setelah adanya kerjasama maka timbullah perjanjian kerjasama yang 

isinya terdiri dari hak dan kewajiban, pelaksanaan pelayanan, dan hubungan 

hukum yang terjadi meliputi isi dari Perjanjian kerjasama tersebut, serta Pihak 

Pertama sebagai Badan Penyelenggara mempunyai tanggung jawab terhadap 

pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan tersebut harus memenuhi 

syarat-syarat kemampuan di tingkat pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri 

Kesehatan. Pelaksana pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan 

kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis peserta Askes.  

Pelaksana pelayanan kesehatan adalah semua sarana pelayanan kesehatan yang 

ditunjuk oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan 

oleh Menteri Kesehatan atau yang mengadakan ikatan kerja sama dengan Badan 

Penyelenggara. Setelah terjadinya perjanjian kerjasama secara tertulis yang telah 

disepakati maka dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan dan pelaksanaan perjanjian 

pelayanan kesehatan.  


